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Nama : Faizah Anindita 

Nim : 02011181924004 

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad 

Baik Terhadap Lelang Aset Hak Tanggungan Yang Di Gugat Oleh 

Debitur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021) 
 

ABSTRAK 
 

Pemenang lelang dapat dikatakan sebagai pemenang yang beritikad baik apabila 

telah mengikuti prosedur serta tata cara yang sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang. Pokok permasalahan pada skripsi ini didasari dari adanya gugatan yang 

diajukan oleh pihak debitur terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan para 

pihak salah satunya ialah pemenang lelang. Adapun rumusan masalah pada skripsi 

ini ialah membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang 

yang beritikad baik serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021 yang menyatakan bahwa pemenang 

lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan 

Perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah pemenang lelang 

mendapatkan perlindungan hukum secara preventif yang terdapat pada Pasal 42 

Vendu Reglement dan Pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020. Selain itu pemenang 

lelang juga mendapatkan perlindungan hukum secara represif yang terdapat pada 

Pasal 200 HIR dan Pasal 13 PMK 213/PMK.06/2020. Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2021 menyatakan bahwa lelang 

yang telah dilakukan sah dan menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan 

pemenang yang beritikad baik serta menyatakan bahwa pemenang lelang 

merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Pertimbangan Hakim 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di zaman sekarang hampir seluruh masyarakat menggunakan teknologi 

sebagai pengganti tenaga kerja manusia dalam aktivitasnya. Karena adanya 

teknologi tersebut tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. 

Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat biasanya lebih memilih melakukan 

pinjaman di bank. Dalam kalangan masyarakat perkotaan maupun perdesaan 

istilah kredit bukan hal yang asing lagi. Lembaga yang dapat mendorong 

perekonomian masyarakat salah satunya ialah Bank karena telah menyediakan 

fasilitas berupa kredit untuk masyarakat. 1 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan bahwa “kredit ialah penyediaan uang tagihan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

 
1 Suciati, I,  2014. Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/pdt. 

g/2012/pn. kdr) (Doctoral dissertation, Brawijaya University), hlm 2 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/434   diakses pada 12 Agustus 

2022 Pukul 13.17 WIB. 
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melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan 

atau pembagian hasil keuntungan”.2 

Suatu kredit yang tidak disertai dengan jaminan merupakan hal yang 

berbahaya bagi posisi kreditur. Maka, dalam proses pemberian kredit oleh bank 

pastinya diadakan suatu perjanjian atas terjadinya suatu penyerahan barang 

(penyerahan benda) punya debitur guna untuk dijadikan sebagai suatu jaminan. 

Terkait dengan suatu benda jaminan yang dimaksud, benda milik debitur akan 

diadakan suatu perjanjian pembebanannya yang dengan kata lain dimaksud 

sebagai suatu perjanjian jaminan. Benda milik debitur yang di jaminkan dalam 

suatu perjanjian jaminan kredit, dapat berupa benda bergerak, benda tidak 

bergerak, serta benda tetap. Apabila suatu benda yang digunakan sebagai suatu 

jaminan merupakan suatu benda bergerak maka pembebanannya mengguanakan 

gadai atau fidusia. Namun apabila jaminan tersebut merupakan benda tetap atau 

benda tidak bergerak maka undang-undang memberikan ketetapan 

pembebanannya menggunakan suatu hak tanggungan. 3 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa  

 
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) 
3 Nugrahaeni, N. P., & Swardhana, G. M, 2017. Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia 

Di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.5, No 2, hlm 4 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/33464/20277/ diakses pada 12 

Agustus 2022 Pukul 14.25 WIB. 
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“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah 

yang disebut hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya”.4 

Oleh karena itu, ditinjau dari uraian tersebut terkait hak tanggungan, pada 

umumnya telah dijelaskan bahwa “hak tanggungan merupakan suatu bentuk 

jaminan dari pelunasan utang sesuai perjanjian dengan objek dari jaminannya 

yakni berupa suatu hak atas tanah yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa “apabila debitur cidera janji 

pemegang hak tanggung pertama mempunyai hak guna menjual objek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan guna serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut.” Hal ini disebabkan 

adanya peraturan tersebut apabila debitur tidak melakukan pelunasan atau tidak 

sanggup untuk membayar, Barang jaminan yang biasanya digunakan untuk 

pelunasan utang, apabila debitur melakukan wanprestasi atas utangnya. Barang 

 
4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) 
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jaminan tersebut akan dilakukan pelelangan yang hasilnya untuk pembayaran 

utang. 5 Bank yang merupakan pemegang hak tanggungan pertama dapat 

melaksanakan pelelangan-agunan yang sudah terpasangkan suatu hak 

tanggungan guna dijadikan suatu pelunasan yang dilakukan oleh kredit debitur. 

Dalam hal ini sertifikat hak tanggungan memiliki suatu kekuatan hukum yang 

telah sesuai dengan putusan pengadilan.6  

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 213/Pmk.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

bahwa : 

“Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului 

dengan Pengumuman Lelang”. 7 

Pada setiap suatu proses melaksanakan pelelangan wajib dilakukan dan 

dilaksanakan dengan dihadapan Pejabat Lelang, hal ini dikarenakan telah 

tercantumnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 1 angka 14 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, bahwa: 

 
5 Gatot Supramono, S. H, 2014. Perjanjian utang piutang. Kencana, hlm 5. 

 6 Dewi, P. E. T, 2020. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang sebagai pembeli 

beritikad baik yang digugat kembali. Jurnal Aktual Justice, Vol.5, No 1, hlm 3. 

https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/498/499 diakses pada 12 Agustus 2022 

Pukul 19.30 WIB. 
7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
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“Pejabat Lelang merupakan orang yang berdasarkan peraturan Perundang-

undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan secara 

lelang”8 

Selain dilaksanakan didepan pejabat lelang, pada tahapan proses pelelangan 

wajib disertai dengan peserta lelang yang memiliki itikad baik, hal ini 

dikarenakan selain tujuannya sebagai kepentingan sendiri, oleh karenanya secara 

tidak langsung peserta lelang membantu kreditur agar bisa mendapatkan kembali 

utang yang dipinjamkan dari pihak debitur (yang tidak dapat melunasi utangnya) 

sampai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 51 Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. Mengatakan bahwa: 

“Peserta lelang merupakan orang atau badan hukum atau badan usaha yang 

telah memenuhi syarat mengikuti lelang”. 

Setelah terselesaikannya lelang, dalam suatu proses yang dilalui tentunya 

akan muncul akan pemenang lelang. Yang dimaksud pemenang lelang ialah 

orang perorangan/ badan usaha/suatu badan hukum/ yang mengajukan suatu 

penawaran dengan range ter-tinggi yang juga disahkan oleh Pejabat Lelang 

sebagai pemenang lelang. Dalam hal ini pemenang lelang harus memenuhi 

syarat terkait lelang sesuai dengan undang-undang terlebih dahulu guna 

 
8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
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pemenang lelang bisa disebut dengan pihak pembeli/pemenang yang memiliki 

itikad baik. Menurut pendapat dari ahli Subekti bahwa “pembeli beritikad baik 

merupakan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan 

dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik”.9 Sedangkan menurut pendapat 

dari ahli Agus Yudha Henoko bahwa “pembeli yang memiliki itikad baik yakni 

orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat melekat pada barang yang dibelinya 

itu.10 

Pemenang lelang tersebut mempunyai hak atas objek lelang yang telah 

dimenangkannya yang secara hukum di anggap sah. Seyogyanya antara 

hubungan hukum dan pihak dalam pelelangan ialah jual beli. Sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa “jual beli termasuk perjanjian 

antara penjual serta pembeli yang mana penjual mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, serta pembeli 

mengikatkan diri untuk membayar barang tersebut”.11 Terkait suatu jual beli 

tanah tersebut yakni dimaksud sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah yang mana setelah terlaksanakannya suatu transaksi maka dapat dikatakan 

bahwa jual beli tersebut telah selesai dan pembeli telah menjadi pemegang hak 

yang baru dengan diawali balik nama atas sertifikat tesebut.  

Meskipun seluruh ketentuan serta tata cara suatu pelaksanaan lelang yang 

sebagaiaana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

 
9 Subekti, R, 2014. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm 15.   
10 Hernoko, A.Y, 2008. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial. Yogyakarta: Mediatama, hlm 25.   
11 Ridwan Khairandy, 2017. Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, UII Press, 

Yogyakarta, hlm 467. 
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213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang telah diikuti, akan tetapi 

pada suatu proses pelaksanaanya banyak dijumpai suatu masalah/konflik yang 

terlewati/terjadi. Diantaranya yakni suatu konflik yang disebabkan oleh pihak 

ketiga/debitur yang merasa berkeberatan yang disertai dengan mengajukan suatu 

gugatan lewat pengadilan negeri. Oleh karenanya dapat dipastikan hal tersebut 

dapat membuat sulit pihak bank (kreditur) dan dapat membuat pemenang lelang 

mengalami rugi yang dalam hal ini dikarenakannya tidak bisa secara langsung 

untuk menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya. 

Seperti halnya kasus yang telah diputuskan dalam surat Putusan Pengadilan 

Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwt bahwa Anis Suryawardani 

sebagai Penggugat atau anak atau ahli waris debitur yang mengajukan gugatan 

terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Kanwil Semarang Cq. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang Purwokerto atau disebut Tergugat I, Soegeng Benjamin Soebagio atau 

disebut Terguggat II, Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Cq. 

Direktorat Jenderal kekayaan Negera dan Kanwil Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta Cq Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Purwokerto atau disebut Tergugat III, PT. (Persero)Asuransi Kredit Indonesia 

Jakarta Cq. Pimpinan PT. (Persero) ASKRINDO Cabang Purwokerto atau 

disebut Tergugat IV.12 

 
12 Pengadilan Negeri Purwokerto, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwt, hlm 1-2. 
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Bahwa Alm. Slamet pada tahun 2012 selaku debitur melakukan Perjanjian 

Kredit rekening koran kepada Tergugat I dengan nilai pinjaman Rp 

5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan menjaminkan 8 SHM atas nama 

Alm. Slamet dan angsuran perbulan ialah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). Bahwa selanjutnya Alm. Slamet telah mengansur selama dua tahun 

kepada Tergugat I sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta 

rupiah) dan ditambah Alm. Slamet menjual 3 (tiga) SHM dengan harga tiga 

bidang yaitu Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) penjualan 

tersebut dilakukan dengan cara musyawarah atau persetujuan Tergugat I, maka 

total uang yang sudah masuk pada Tergugat I ialah sebesar Rp 4.400.000.000,00 

(empat milyar empat ratus juta rupiah).13 

Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi restruck terhadap pinjaman Alm. 

Slamet dengan sisa pinjaman yang dibuat Tergugat I ialah sebesar Rp 

1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 

agunan terdiri dari SHM nomor : 1358,1447,02414,02415 dan 02416 semua atas 

nama Alm. Slamet dengan angsuran menjadi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 

perbulan dan telah 6 kali mengangsur dengan total Rp 42.000.000,00 (empat 

puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 28 April 2016 Alm. Slamet meninggal 

dunia.14 

Penggugat selaku anak atau ahli waris dari Alm. Slamet merasa keberatan 

terhadap tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat ialah terkait jual beli lelang 

 
13 Ibid., hlm 3  
14 Ibid. 
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terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan. Padahal menurut Penggugat 

selama hidup Alm. Slamet atau orang tua dari Penggugat mempunyai itikad baik 

dan sangat koperatif. Dan Penggugat selaku ahli waris juga merasa mempunyai 

itikad baik karena sedang berusaha menjualkan 1 (satu) bidang tanah dan 

bangunan tersebut yang ternyata pada tanggal 14 Desember 2018 telah terjadi 

jual beli lelang yang dilakukan para Tergugat terhadap 1 (satu) bidang tanah dan 

bangunan tersebut, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena 

harga pasar 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut seharga Rp 

3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).15 

Selanjutnya walaupun telah dilakukannya jual beli lelang tersebut 

Penggugat selaku ahli waris pada Januari 2019 dalam keadaan ketakutan 

terhadap tekanan para Tergugat melakukan penambahan angsuran sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan penarikan 

Sertifikat Nomor 1447 atas nama Alm. Slamet, maka jumlah uang yang sudah 

masuk kepada Tergugat I ialah sebesar Rp 5.899.700.000,00 (lima milyar 

delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Penggugat 

merasa seharusnya secara moral Tergugat I mengembalikan sisa sertifikat nomor 

02414,02415 dan 02416 kepada Penggugat selaku ahli waris. Penggugat merasa 

bahwa Tindakan-tindakan tersebut merupakan tipu muslihat dan pemaksaan 

yang dilakukan para Tergugat. Apalagi jual beli yang dilakukan para Tergugat 

merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang mana sangat merugikan hak-

hak Penggugat selaku ahli waris, Penggugat merasa bahwa sepatutnya dalam 

 
15 Ibid., hlm 4. 
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perjanjian kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 

sebagai penanggung atau penjamin wajib melindungi terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam perjanjian kredit antara alm slamet (debitur) dengan 

terugat I.16 

Maka dari itu Penggugat merasa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan 

oleh para Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat serta pemaksaan 

terhadap Penggugat yang dimana perbuatan para Tergugat merugikan Penggugat 

dengan total kerugian secara materil dan immaterial sebesar Rp 

3.175.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta 

Penggugat merasa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.  

Para Tergugat tentunya membantah perihal gugatan yang sebagaimana telah 

diajukan oleh pihak penggugat. Terkait suatu jawaban atas gugatannya, para 

Tergugat memberikan jawaban yang disertai dengan bukti- bukti yang terkait. 

Sama halnya dengan Tergugat II yang dalam hal ini ialah pemenang lelang yang 

memiliki itikad baik, Tergugat II juga memberikan jawaban yang disertai dengan 

bukti yang terkait, Tergugat II juga mengajukan gugatan rekonvensi yang 

diajukan dengan cara tertulis dengan disertai jawaban gugatan. Upaya yang 

dilakukan Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, karena pada putusan 

tersebut hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (pemenang lelang) 

untuk sebagian. 

 
16 Ibid., hlm 5 
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Adapun upaya yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding selanjutnya 

ialah upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor perkara 

689/Pdt/2019/PT SMG, dalam putusan tersebut hakim menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Pwt pada tanggal 4 

November 2019.17 Tidak sampai disitu upaya yang dilakukan oleh 

Penggugat/Pemohon ialah melalui kasasi pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dengan Nomor 10 K/Pd/2021, upaya tersebut juga tidak membuahkan 

hasil karena hakim menolak permohonan kasasi tersebut. 18 

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa pemenang lelang yang dalam 

hal ini ialah pihak pembeli yang memiliki itikad baik ikut tersandung dalam 

gugatan tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang 

Beritikad Baik Terhadap Lelang Aset Hak Tanggungan Yang Di Gugat 

Oleh Debitur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dibahas pada penelitian ini, adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang beritikad 

baik? 

 
17 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Putusan Nomor 689/Pdt/2019/PT SMG, hlm.60 
18 Mahkamah Agung, Putusan Nomor 10 K/Pd/2021, hlm 11. 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 10 K/Pd/2021 yang menyatakan bahwa pemenang lelang merupakan 

pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian pada penelitian ini, adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemenang lelang yang bertikad baik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pd/2021 yang menyatakan bahwa 

pemenang lelang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan 

diatasnya. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain : 

1. Manfaat secara Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

serta menambah referensi mengenai suatu perlindungan hukum dengan 

pemenang lelang, yang disertai dengan memperkaya dan menambah bahan 

referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan acuan terhadap 

peneliti-peneliti di masa yang akan datang. 

2. Manfaat secara Praktis  

a. Bagi Masyarakat 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih 

kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa lelang aset hak 

tanggungan yang melibatkan pemenang lelang . 

b. Bagi Calon Pembeli Lelang 

Hasil penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat apabila 

terjadi sengketa yang melibatkan pihak pembeli/pemenang lelang yang 

disertai dengan memberikan suatu pemahaman terkait perlindungan 

hukum yang diperoleh olehn pihak pemenang lelang aset hak 

tanggungan.  

c. Bagi Praktisi 

Bagi praktisi tentunya hasil dari suatu penelitian terkait tentunya dengan 

harapan memiliki manfaat guna sebagai suatu ilmu oengetahuan yang 

diperoleh dan bisa dibuat menjadi bahan/referensi guna dapat 

memberikan suatu penyuluhan hukum terhadap pihak yang memiliki 

hak dalam menjalankan tugas serta fungsi jabatan terkait. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Menanggapi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, maka ruang 

lingkup pembahasan pada permasalahan karya ilmiah ini dibatasi agar penelitian 

ini dapat terarah dan tidak menyimpang jauh dari judul serta ruang lingkup 

permasalahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam ruang lingkup 

penelitian ini tentunya akan dibahas mengenai suatu perlindungan hukum 

terhadap pemenang lelang yang memiliki itikad baik terkait lelang asset suatu 

hak tanggungan yang di gugat oleh debitur berdasarkan yang dimaksud dalam 
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